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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 139 /KUM/2026 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA HARIAN APLIKASI SISTEM 
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN 

ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mengelola pengaduan pelayanan publik 

yang sederhana, cepat, tuntas dan responsif melalui 

aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!), perlu dibentuk Tim Teknis Pengelola 
Harian Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelola 

Harian Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5149); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
499); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Harian Aplikasi Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan 
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Tim Teknis Pengelola Harian sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Pengarah: 
memberi arahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan di 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

b. Penanggung Jawab: 

menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

c. Ketua: 
menjalankan fungsi monitoring operasional harian, mulai 

dari penerimaan, verifikasi awal, distribusi, pemantauan, 
hingga penyelesaian pengaduan dalam Aplikasi Sistem 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 
(LAPOR!); 

d. Wakil Ketua: 
menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk 

membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, 
verifikasi, dan distribusi Pengaduan; 

e. Koordinator: 
memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan 

pengaduan masyarakat secara umum; 
f. Sekretaris: 

memastikan ketersedian sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan pengelolaan pengaduan meliputi 

perangkat dan jaringan yang memadai; 
g. Anggota: 

1. melakukan verifikasi dan analisis aspirasi dan 

pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas; 
2. melakukan disposisi ke unit kerja sesuai dengan 

substansi pengaduan; dan 
3. memonitoring status aduan terdisposisi, apabila 

status laporan “belum ditindak lanjuti” atau “sedang 
proses” maka dikoordinasikan dengan Petugas 
Pelayanan Pengaduan di unit kerja guna 

memastikan status aduan “selesai” pada Aplikasi 
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (LAPOR!). 
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KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 24 April 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/ 139 /KUM/2026 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA 
HARIAN APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN 

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL 
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE 

RAKYAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLA HARIAN APLIKASI 
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL 

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

NO. 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
JABATAN 

1. Pengarah Bupati Hulu Sungai Selatan 

2. Pengarah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan 

3. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 

TIM TEKNIS PENGELOLA HARIAN  

1. Ketua  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 
dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

2. Wakil Ketua  Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan 

3. Koordinator Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

4. Sekretaris Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

5. Anggota a. Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang 

Komunikasi dan Informasi Publik Dinas 
Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
b. Pejabat Fungsional dan Pelaksana Bidang 

Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 ttd. 

 
            SYAFRUDIN NOOR 


